BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS APARATUR NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2021, dipandang perlu melakukan
pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas kepada Aparatur Negara di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang  Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan
Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran 2021.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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ll:.Jnc.lang-Undnng Nomor 33 Tahun 2004 tentang
crlmll)nngnn Keuangan antara Pemerintah Pusaat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarn Republik

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambnhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor IS
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

'



10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia

Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6682);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

14.

- a 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentan
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Ne er%
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Procgiuk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi
Tahun 2018 Nomor 157); o
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17 Peratur
'-l‘rll'.;::l'llr(:‘: Menterl Dalnm Negerl Nomor 77 Tahun
ttang Pedoman Teknin Pongololann Keuangan

Daer .
/ I':'l;‘ll)l'h (Heritn Negara Republik  Indonesin Nomor

18, ;;‘(‘:I::llllln.ll" 1\‘1t*n.lv|"i ‘I\'II‘IIHIIHHH Republile  Indonesin
or AA/PMR.0S/2021  tentnng Petunjule Teknins
I‘vlf!k.:mlrumn Pemberinn Tunjungun Harl Raya dan
("h\n l\.t‘ll}{ll Belaa Kepadn Apnentur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Menerlimn Tunjangan Tahun
2021 yang Bersumber davi Anggaran Pendapatan dan
Belanjn  Negara (Bevita Negnra Republik [ndonesia
Tahun 2021 Nomor 459);

19. Peraturan Daerah  Kabupnten Lebong  Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah Knbupaten

Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten [Lebong Nomor 10
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI
RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS APARATUR NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan
kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan
alat lfelengkapan negara beserta lembaga negara
penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas
menjglarékan fungsi untuk dan atas nama negara
sesuai dengan
vy g ketentuan peraturan perundang-

3. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
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PA/KPA
DPA,

S}Jrat Perintah Pencair
disebut SP2D adalah su

oleh Bendah
Pengeluaran

an Dana yang selanjutnya
rat perintah yang diterbitkan
ara Umum Daerah untuk pelaksanaan
atas beban APBD berdasarkan SPM.

Pasal 2

Pemerintah memberi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara.

Pasal 3

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas

a. PNS dan Calon PNS;

b. Pejabat Negara.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
termasuk:

a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah
baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya
dibayarkan oleh instansi induknya;

c. PNS Penerima Uang Tunggu;

d. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya
masih dibayarkan,;

(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan

kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a dalam hal:

a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau

b. sedang ditugaskan di luar negeri yang gajinya dibayar
oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga bagi PNS, Pejabat
Negara terdin atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan jabatan atau tunjan .
jabatarnyardan faay pangkamyil . gan umum, sesuaj



(2) Tunjangan i

'mpingn dg’:“(\f“}'a dan Qaji Ketiga Belas bagi
Daerals aling 1 ggota Dewan Perwakilan Rakyat
Repl‘esc’nfa Ing )nl)yalc sebesar akumulasi dari uang
Tabate P'Si, .'I‘un_lm'ngnn Keluarga, dan Tunjangan
Rakyat D m‘1pmnn daln Anggota Dewan Perwakilan
penind acrah sesuai dengan ketentuan peraturan
. ang.-qndan.gnn yang mengatur hak keuangan
an afimmlstmtlf Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon

PNS terdiri atas;

80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
tunjangan keluarga;

tunjangan pangan; dan

tunjangan umum sesuai jabatannya dan/atau pangkat

golongan/ruangnya.

2o op

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:
tunjangan kinerja;
tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
insentif kinerja,
insentif kerja;
tunjangan pengelolaan arsip statis;
tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan
kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis;
tunjangan pengamanan,;
tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan
dosen atau tunjangan kehormatan;
tambahan penghasilan bagi guru PNS;
insentif khusus;
tunjangan khusus;
. tunjangan pengabdian;
tunjangan operasi pengamanan;
tunjangan selisih penghasilan;
tunjangan penghidupan luar negeri;
tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan
peraturan  perundang-undangan atau peraturan
internal instansi pemerintah; dan
tunjangan atau dengan sebutan lain di Juar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal ¥
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Pasal 8

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ¢ am
. - al
Pas.al 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum tanggal Hari Raya.
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Simaksud pady agat |y por, K08 sebagaimana
njangan Hox Rayad (1) btj.'lum dapat dibayarkan,
ari Raya Y& dapat dibayarkan setelah tanggal
T:;ilil;'lgan Hari Ralya sebagaimana dimaksud ayat (1),
il Nnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
b aksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, untuk 1 (satu)
ulan pada bulan April Tahun 2021,

Pasal 9

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga
Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (1),
besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, untuk 1 (satu)
bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 10

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan
potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan
ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 11

(1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran
dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan dan ditanggung
pemerintah.

Pasal 12

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (Satui
Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus .
Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan
sebagai Aparatur Negara sesyaj

sebagai
sekaligus
. ketentuan dapat
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(3) Dalam  hal  Aparatur Negara dan Pensiunan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (21,
menerima tebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya,
kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut
merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima
Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan,
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:

a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; da_n

b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun
dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima
Tunjangan. .

(5) Tunjangan Hari Raya dibayarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah paling cepat 10
(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. .

(6) Dalam hal Tunjangan Hari Raya scl?agalmana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan,
Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal
Hari Raya.

Pasal 13

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji
Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang
nilainya paling besar.

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai
Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus
sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji
Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang
nilainya paling besar.

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas,
kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut
merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima
Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji
Ketiga Belas yang dibayarkan:

a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
b.Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun

dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima
Tunjangan.

Pasal 14

Anggaran yang diperlukan untuk
Bupati ini dibebankan
Belanja Daerah bagi:

1.PNS dan Calon PN i i
Daerahe: alon S yang bekerja pada Pemerintah

pelaksanaan Peraturan
pada Anggaran Pendapatan dan




2. Bupati dan Wakil Bupati;

3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri
Sipil, Pejabat Negara dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan
Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian
Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai Negeri sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini  dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong,

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 30 April 2021

A BU§ LEBONG7'V
Y
KOPLI ANSORI
Diundangkan di Tubei
pada tanggal 30 April 2021

SEKREYARIS DAERAH

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 18

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIANHUKUM -
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